
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG
BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banjarnegara perlu dilakukan
pengendalian pemanfaatan ruang;

b. bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin
keselamatan penghuni dan lingkungannya harus
diselenggarakan secara tertib, serta di penuhinya
persyaratan administrasi dan teknis bangunan
gedung;

c. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
perlu diatur Bangunan Gedung dengan Peraturan
Daerah;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Bangunan Gedung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi Lembaran Negara RI Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3833);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI
Tahun 1950 Nomor 59);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4532);

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11
Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor
46 seri E Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2003 Nomor 45 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 6 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 52).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN
GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
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5. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya
untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi
usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

6. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan
untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang
dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan
pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang
dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan
lingkungannya.

7. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan
gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan
persyaratan teknisnya.

8. Keterangan rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan
tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah
Kabupaten pada lokasi tertentu.

9. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif
dan persyaratan teknis yang berlaku.

10. Permohonan izin mendirikan bangunan gedung adalah permohonan
yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah
untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.

11. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan
luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

12. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas
tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
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13. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan
antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang
diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata
ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

14. Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah angka persentase
perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata
ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang menetapkan lokasi dari
kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan
budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola
jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten yang akan
diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan;.

16. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) adalah
penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam
rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.

17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan
rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan
ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan,
rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan
pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

18. Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan
gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan
gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.

19. Pedoman teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih
lanjut dari Peraturan Pemerintah ini dalam bentuk ketentuan teknis
penyelenggaraan bangunan gedung.
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20. Standar teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata
cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar
Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan
dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

21. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan
yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi,
serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan
gedung.

22. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung,
penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan
gedung.

23. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok
orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik
bangunan gedung.

24. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau
bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan
pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi
yang ditetapkan.

25. Tim ahli bangunan gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang
terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan
pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis
dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan
masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan
gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per
kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu
tersebut.
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26. Perencanaan teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan
gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana,
pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri
atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/
elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang-dalam/interior
serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan
perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang
berlaku.

27. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan
gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan
pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses
pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran
bangunan gedung.

28. Penyedia jasa konstruksi bangunan gedung adalah orang perorangan
atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa
konstruksi bidang bangunan gedung, meliputi perencana teknis,
pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk
pengkaji teknis bangunan gedung dan penyedia jasa konstruksi
lainnya.

29. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung
beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik
fungsi.

30. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

31. Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah
kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke
bentuk aslinya.

32. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan
bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan
menurut periode yang dikehendaki.
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33. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung adalah
berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak
dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban,
memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta
melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan
bangunan gedung.

34. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha
dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan
gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang
berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

35. Dengar pendapat publik adalah forum dialog yang diadakan untuk
mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa
pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum
sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah/pemerintah
daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

36. Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau
lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk
kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang
dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara
wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.

BAB II

FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 2

(1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan pemenuhan
persyaratan teknis bangunan gedung, baik ditinjau dari segi tata
bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan
gedungnya.
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(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial
dan budaya, serta fungsi khusus.

(3) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Penetapan Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 3

(1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang
meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal
susun, dan rumah tinggal sementara.

(2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang
meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja
termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan
kelenteng.

(3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha
yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan,
perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan
gedung tempat penyimpanan.

(4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan
sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan
pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan
bangunan gedung pelayanan umum.
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(5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang
mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya
dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan
gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan
bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

(1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi,
tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau
kepemilikan.

(2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimasud
pada ayat (1) meliputi bangunan gedung sederhana, bangunan gedung
tidak sederhana, dan bangunan gedung khusus.

(3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimasud pada
ayat (1) meliputi bangunan gedung permanen, bangunan gedung semi
permanen, dan bangunan gedung darurat atau sementara.

(4) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran sebagaimana dimasud
pada ayat (1) meliputi bangunan gedung tingkat risiko kebakaran
tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran
rendah.

(5) Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa sebagaimana dimasud pada ayat
(1) meliputi tingkat zonasi gempa yang ditetapkan oleh instansi yang
berwenang.

(6) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimasud pada ayat (1)
meliputi bangunan gedung di lokasi padat, bangunan gedung di lokasi
sedang, dan bangunan gedung di lokasi renggang.



12

(7) Klasifikasi berdasarkan ketinggian sebagaimana dimasud pada ayat (1)
meliputi bangunan gedung bertingkat tinggi, bangunan gedung
bertingkat sedang, dan bangunan gedung bertingkat rendah.

(8) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimasud pada ayat
(1) meliputi bangunan gedung milik negara, bangunan gedung milik
badan usaha, dan bangunan gedung milik perorangan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat
(6), ayat (7) dan ayat (8) diatur oleh Bupati.

Pasal 5

(1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan
peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTRKP, dan/atau
RTBL.

(2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimasud pada
ayat (1) diusulkan oleh pemilik bangunan gedung dalam pengajuan
permohonan izin mendirikan bangunan gedung.

(3) Pemerintah Daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali bangunan
gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, dalam izin mendirikan
bangunan gedung berdasarkan RTRW Kabupaten, RDTRKP, dan atau
RTBL.

Bagian Ketiga
Perubahan Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 6

(1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui
permohonan baru izin mendirikan bangunan gedung.
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(2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh
pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan
peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTRKP, dan/atau
RTBL.

(3) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti
dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis
bangunan gedung.

(4) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh
Bupati.

BAB III

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif
dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

(2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang

hak atas tanah;
b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
c. izin mendirikan bangunan gedung.

(3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata
bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

(4) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan
gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung
darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi
bencana ditetapkan oleh Bupati sesuai kondisi sosial dan budaya
setempat.
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Pasal 8

(1) Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung adat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan dengan
mempertimbangkan ketentuan peruntukkan, kepadatan dan ketinggian,
wujud arsitektur tradisional setempat, dampak lingkungan serta
persyaratan keselamatan dan kesehatan pengguna dan lingkungannya.

(2) Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung semi permanen dan
darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan
dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung yang
diperbolehkan, keselamatan dan kesehatan pengguna dan lingkungan,
serta waktu maksimum pemanfaatan bangunan gedung yang
bersangkutan.

(3) Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung yang dibangun di
lokasi bencana sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan
gedung, keselamatan pengguna dan kesehatan bangunan gedung, dan
sifat permanensi bangunan gedung yang diperkenankan.

Bagian Kedua

Persyaratan Adminstratif

Pasal 9

Setiap bangunan gedung harus memenuhi pesyaratan administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)  huruf a,
meliputi :
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a. Setiap bangunan gedung harus didirikan pada tanah yang status
kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain;

b. Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya
dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak
atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis
antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik
bangunan gedung.

c. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat
paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-
batas tanah, serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu
pemanfaatan tanah.

(2) Status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :

a. Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat
bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh
Pemerintah, berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan
gedung;

b. Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lain;

c. Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemilik tanah,
pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada huruf b harus
mendapat persetujuan pemilik tanah;

d. Kegiatan pendataan untuk bangunan gedung-baru dilakukan
bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung untuk
keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung;

e. Pemilik bangunan gedung wajib memberikan data yang diperlukan
oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan bangunan
gedung;
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f. Berdasarkan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
huruf d, Pemerintah Daerah mendaftar bangunan gedung tersebut
untuk keperluan sistem informasi bangunan gedung

(3) Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) huruf c, meliputi

a. Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib
memiliki izin mendirikan bangunan gedung dari Bupati atau
pejabat yang ditunjuk;

b. Prosedur dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud
huruf a diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan Teknis

Pasal 10

Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) meliputi:

a. Persyaratan tata bangunan;

b. Persyaratan keandalan bangunan gedung.

Pasal 11

(1) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a, meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan
gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian
dampak lingkungan.

(2) Persyaratan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan persyaratan peruntukan lokasi yang bersangkutan sesuai
dengan RTRW Kabupaten, RDTRKP, dan/atau RTBL.
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(3) Persyaratan intensitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas
bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.

(4) Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata
ruang-dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan
gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya
keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap
penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

(5) Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi bangunan gedung yang
dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peruntukan dan intensitas
bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan
pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat 3), ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Bupati.

Pasal 12

(1) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf b, meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan.

(2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban
muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan
menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.

(3) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan
penggunaan bahan bangunan gedung.
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(4) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kondisi
udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat
kebisingan.

(5) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta
kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan
gedung.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat 3), ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 13

Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan
perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta pengawasan
kontruksi.

Pasal 14

(1) Perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung
yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan teknis bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh
izin mendirikan bangunan gedung.
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(2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus berdasarkan dokumen
rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Pengawasan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 berupa :

a. Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi, meliputi
pengawasan biaya, mutu, dan waktu pembangunan bangunan
gedung pada tahap pelaksanaan konstruksi, serta pemeriksaan
kelaikan fungsi bangunan gedung; atau

b. Kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung,
meliputi pengendalian biaya, mutu, dan waktu pembangunan
bangunan gedung, dari tahap perencanaan teknis dan pelaksanaan
konstruksi bangunan gedung, serta pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan konstruksi bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati .

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN

Pasal 17

(1) Perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya
harus dilaksanakan secara tertib administratif, menjamin kelaikan
fungsi bangunan gedung dan lingkungannya.
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(2) Perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan
pemugaran, serta kegiatan pengawasannya yang dilakukan dengan
mengikuti kaidah pelestarian serta memanfaatkan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Pasal 18

(1) Bangunan gedung dan lingkungannya sebagai benda cagar budaya
yang dilindungi dan dilestarikan merupakan bangunan gedung
berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa
gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap
mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
termasuk nilai arsitektur dan teknologinya.

(2) Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah dapat
mengusulkan bangunan gedung dan lingkungannya yang memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilindungi dan
dilestarikan.

(3) Bangunan gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai bangunan
gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 berdasarkan klasifikasi tingkat perlindungan
dan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya sesuai dengan
nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai
arsitektur dan teknologi.

(2) Klasifikasi bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas klasifikasi utama, madya dan
pratama.
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(3) Klasifikasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan
bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk
aslinya sama sekali tidak boleh diubah.

(4) Klasifikasi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan
bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk
asli eksteriornya sama sekali tidak boleh diubah, namun tata ruang-
dalamnya dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi nilai-nilai
perlindungan dan pelestariannya.

(5) Klasifikasi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperuntukkan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang secara
fisik bentuk aslinya dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi
nilai-nilai perlindungan dan pelestariannya serta dengan tidak
menghilangkan bagian utama bangunan gedung tersebut.

BAB VI

PEMBONGKARAN

Pasal 20

(1) Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib dan
mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan
lingkungannya.

(2) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau
persetujuan pembongkaran oleh Bupati.

(3) Pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan
pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung,
yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara
umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi bangunan gedung yang akan
ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau
laporan dari masyarakat.

(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :

a. bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki
lagi;

b. bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi
pengguna, masyarakat dan lingkungannya; dan/atau

c. bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan
gedung.

(3) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan
gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar.

(4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, kecuali rumah tinggal
tunggal khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat,
wajib melakukan pengkajian teknis bangunan gedung dan
menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah, kecuali bangunan
gedung fungsi khusus kepada Pemerintah.

(5) Apabila hasil pengkajian teknis bangunan gedung memenuhi kriteraia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, Pemerintah
Daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar
dengan surat penetapan pembongkaran.
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(6) Untuk bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
Pemerintah Daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk
dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran.

(7) Isi surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dan (6) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur
pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.

(8) Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tidak
melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu sebagaiman
dimaksud pada ayat (6), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah
Daerah yang dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan
gedung atas biaya pemilik, kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang
tidak mampu, biaya pembongkaran ditanggung oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 22

(1) Pemilik bangunan gedung dapat mengajukan pembongkaran bangunan
gedung dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada
Pemerintah Daerah, kecuali banguna gedung fungsi khusus kepada
Pemerintah, disertai laporan terakhir hasil pemeriksaan secara berkala.

(2) Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan sebagai pemilik tanah,
usulan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat persetujuan pemilik tanah.

(3) Penetapan bangunan gedung untuk dibongkar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui penerbitan surat
penetapan atau surat persetujuan pembongkaran oleh Bupati.

(4) Penerbitan surat persetujuan pembongkaran bangunan gedung untuk
dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualian untuk
bangunan gedung rumah tinggal.
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Pasal 23

(1) Pembongkaran bangunan gedung dapat dilakukan oleh pemilik
dan/atau pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan
penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung yang memiliki
sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Khusus untuk pembongkaran bangunan gedung yang menggunakan
peralatan berat dan/atau bahan peledak harus dilakukan oleh penyedia
jasa pembongkaran bangunan gedung.

(3) Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang
pembongkarannya ditetapkan dengan surat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (3) tidak melaksanakan pembongkaran dalam
batas waktu yang ditetapkan, surat persetuan pembongkaran dicabut
kembali.

Pasal 24

(1) Pembongkaran bangunan gedung yang pelaksanaannya dapat
menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan
lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis
pembongkaran yang disusun oleh penyedia jasa perencanaan teknis
yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disetujui oleh Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung
fungsi khusus oleh Pemerintah, setelah mendapat pertimbangan dari
Tim Ahli Bangunan Gedung.

(3) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap
keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan Pemerintah Daerah
melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat
disekitar bangunan gedung, sebelum pelaksanaan pembongkaran.

(4) Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung mengikuti prinsip-
prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
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BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 25

(1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat dapat berperan
untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan
pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan
pembongkaran bangunan gedung.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
obyektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak
menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau
pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan.

(3) Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan,
penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan.

(4) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), masyarakat dapat melakukannya baik secara perorangan,
kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli
bangunan gedung.

(5) Berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkan secara lisan dan
atau tertulis kepada Bupati terhadap :

a. Indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau

b. Bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian,
dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan
dan/ atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya.

Pasal 26

(1) Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan
sesuai dengan peraturan perundangundangan.
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(2) Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewakili

para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan
bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau
membahayakan kepentingan umum; atau

b. Perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan
yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya
penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan,
atau membahayakan kepentingan umum.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 27

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang
ditunjuk oleh Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 28

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan ini, kepada yang bersangkutan
dikenakan sanksi administrasi, berupa :
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan

pembangunan;
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d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan
gedung;

e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
g. perintah pembongkaran bangunan gedung.

(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per
seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

(3) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah
ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang jasa konstruksi.

Bagian Kedua

Pada Tahap Pembangunan

Pasal 29

(1) Pemilik bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3),
Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi
peringatan tertulis.

(2) Pemilik bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-
masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan
atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan
sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.

(3) Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan
tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian
sementara pembangunan dan pembekuan izin mendirikan bangunan
gedung.
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(4) Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kelender dan
tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap
pembangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, dan
perintah pembongkaran bangunan gedung.

(5) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah
Daerah atas biaya pemilik bangunan gedung.

(6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemilik
bangunan gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya
paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan
gedung yang bersangkutan.

(7) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan
ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan
dari tim ahli bangunan gedung.

Pasal 30

(1) Pemilik bangunan gedung yang melaksanakan pembangunan
bangunan gedungnya melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a
dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya
izin mendirikan bangunan gedung.

(2) Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan
bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.
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Bagian Ketiga

Pada Tahap Pemanfaatan

Pasal 31

(1) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan
Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
peringatan tertulis.

(2) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak mematuhi
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang
waktu masingmasing 7 (tujuh) hari kalender dan tidak melakukan
perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan pemanfaatan
bangunan gedung.

(3) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari
kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa
penghentian tetap pemanfaatan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bangunan
Gedung agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan
jelas;
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b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan tindak pidana di bidang Bangunan Gedung;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bangunan Gedung;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bangunan Gedung;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Bangunan Gedung;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
Bangunan Gedung;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Bangunan Gedung menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.
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BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Setiap orang atau pemilik dan atau pengguna yang melanggar
ketentuan Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

a. Izin mendirikan bangunan gedung yang telah dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku; dan

b. Bangunan gedung yang belum memperoleh izin mendirikan bangunan
gedung dari Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 6
(enam) bulan sudah harus memiliki izin mendirikan bangunan gedung.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1997 tentang Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Tahun 1997 Nomor 10
Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara
Pada tanggal 15 Maret 2007

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada  tanggal 28  April 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,
S Y A M S U D I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 April 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLISTYO BINTORO, S.H., MM
Pembina Tingkat I
NIP.  010 234 642
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam
pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia.
karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina
demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan
masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang
andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan
lingkungannya. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik
pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, pengaturan bangunan gedung
tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai dengan
peraturan perundangundangan. Untuk menjamin kepastian dan
ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap
bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis bangunan gedung.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih
lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan
yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maupun
dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung, dengan
berpedoman pada :
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1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 Tentang
Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan Bagi
Perusahaan Industri;

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993, Tentang
Tekhnis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka
Penanaman Modal;

3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998,
Tentang Persyaratan Tekhnis Bangunan Gedung;

4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998
tentang  Persyaratan Tekhnis Aksesibilitas pada Bangunan Gedung
dan Lingkungan;

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000
tentang Ketentuan Tekhnis Pengamanan terhadap Bahaya
Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000
tentang Ketentuan Tekhnis Manajemen Penanggulangan
Kebakaran di Perkotaan;

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 604/619/PUOD
tanggal 15 Februari 1985 tentang Tertib Pelaksanaan Peraturan
Daerah tentang Bangunan;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994, tentang
Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-
Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal ini menegaskan arti berbagai peristilahan yang dipergunakan
dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian
dalam penafsirannya.
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Pasal 2
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lebih dari satu fungsi adalah apabila
satu bangunan gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari
fungsifungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya,
dan/atau fungsi khusus. Bangunan gedung lebih dari satu
fungsi antara lain adalah bangunan gedung rumah-toko (ruko),
atau bangunan gedung rumah-kantor (rukan), atau bangunan
gedung mal-apartemenperkantoran, bangunan gedung mal-
perhotelan, dan sejenisnya.

Pasal 3
Ayat (1)

Bangunan gedung fungsi hunian tunggal misalnya adalah
rumah tinggal tunggal; hunian jamak misalnya rumah deret,
rumah susun; hunian sementara misalnya asrama, motel,
hostel; hunian campuran misalnya rumah toko, rumah kantor.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kegiatan usaha termasuk juga bangunan gedung untuk
penangkaran/budidaya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Penetapan bangunan gedung dengan fungsi khusus oleh
menteri dilakukan berdasarkan kriteria bangunan yang
mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan
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nasional seperti: Istana Kepresidenan, gedung kedutaan besar
RI, dan sejenisnya, dan/atau yang penyelenggaraannya dapat
membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai
risiko bahaya tinggi. Menteri menetapkan penyelenggaraan
bangunan gedung fungsi khusus dengan mempertimbangkan
usulan dari instansi berwenang terkait.

Pasal 4
Ayat (1)

Klasifikasi bangunan gedung merupakan pengklasifikasian
lebih lanjut dari fungsi bangunan gedung, agar dalam
pembangunan dan pemanfataan bangunan gedung dapat lebih
tajam dalam penetapan persyaratan administratif dan teknisnya
yang harus diterapkan. Dengan ditetapkannya fungsi dan
klasifikasi bangunan gedung yang akan dibangun, maka
pemenuhan persyaratan administratif dan teknisnya dapat lebih
efektif dan efisien.

Ayat (2)
Klasifikasi bangunan gedung sederhana adalah bangunan
gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas
dan teknologi sederhana. Klasifikasi bangunan gedung tidak
sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak
sederhana serta memiliki kompleksitas dan atau teknologi tidak
sederhana. Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan
gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus,
yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan
penyelesaian/teknologi khusus.

Ayat (3)
Klasifikasi bangunan permanen adalah bangunan gedung yang
karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di
atas 20 (dua puluh) tahun. Klasifikasi bangunan semi-
permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya
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direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai
dengan 10 (sepuluh) tahun.
Klasifikasi bangunan sementara atau darurat adalah bangunan
gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur
layanan sampai dengan 5 (lima) tahun.

Ayat (4)
Klasifikasi bangunan tingkat risiko kebakaran tinggi adalah
bangunan gedung yang karena fungsinya, dan disain
penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta
kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat
mudah terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi. Klasifikasi
bangunan tingkat risiko kebakaran sedang adalah bangunan
gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan
komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas
bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya
sedang. Klasifikasi bangunan tingkat risiko kebakaran rendah
adalah bangunan gedung yang karena fungsinya, disain
penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta
kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat
mudah terbakarnya rendah.

Ayat (5)
Zonasi gempa berdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempa
terdiri dari Zona I sampai dengan Zona VI, atau yang
ditetapkan dalam pedoman/standar teknis.

Ayat (6)
Lokasi padat pada umumnya lokasi yang terletak di daerah
perdagangan/pusat kota, lokasi sedang pada umumnya terletak
di daerah permukiman, sedangkan lokasi renggang pada
umumnya terletak pada daerah pinggiran/luar kota atau daerah
yang berfungsi sebagai resapan.
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Ayat (7)
Penetapan klasifikasi ketinggian didasarkan pada jumlah lantai
bangunan gedung, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
Kabupaten. Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam
tingkatan ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai
bangunan gedung sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang
(jumlah lantai bangunan gedung 5 lantai sampai dengan 8
lantai), dan bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari
8 lantai).

Ayat (8)
Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk
keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik
negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal
dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber
pembiayaan lain, seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah,
gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Pengusulan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dicantumkan
dalam permohonan izin mendirikan bangunan gedung. Dalam
hal pemilik bangunan gedung berbeda dengan pemilik tanah,
maka dalam permohonan izin mendirikan bangunan gedung
harus ada persetujuan pemilik tanah. Usulan fungsi dan
klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam
bentuk rencana teknis bangunan gedung.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pasal 6
Ayat (1)

Perubahan fungsi misalnya dari bangunan gedung fungsi
hunian menjadi bangunan gedung fungsi usaha. Perubahan
klasifikasi misalnya dari bangunan gedung milik negara
menjadi bangunan gedung milik badan usaha, atau bangunan
gedung semi permanen menjadi bangunan gedung permanen.
Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya bangunan gedung
hunian semi permanen menjadi bangunan gedung usaha
permanen.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi ke fungsi
dan/atau klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan
persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebagai contoh
persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung fungsi
hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan
administratif dan teknis untuk bangunan gedung fungsi hunian
klasifikasi semi permanen; atau persyaratan administratif dan
teknis bangunan gedung fungsi hunian klasifikasi permanen
jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk
bangunan gedung fungsi usaha (misalnya toko) klasifikasi
permanen. Perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian
menjadi fungsi usaha) harus dilakukan melalui proses izin
mendirikan bangunan gedung baru. Sedangkan untuk
perubahan klasifikasi dalam fungsi yang sama (misalnya dari
fungsi hunian semi permanen menjadi hunian permanen) dapat
dilakukan dengan revisi/perubahan pada izin mendirikan
bangunan gedung yang telah ada.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)

Status hak atas tanah merupakan tanda bukti kepemilikan tanah
yang dapat berupa sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik,
petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Dalam
mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung,
status hak atas tanahnya harus dilengkapi dengan gambar yang
jelas mengenai lokasi tanah bersangkutan yang memuat ukuran
dan batas-batas persil.
Perjanjian tertulis ini menjadi pegangan dan harus ditaati oleh
kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur hukum perjanjian.

Ayat (2)
Pada saat memproses perizinan bangunan gedung, pemerintah
daerah mendata sekaligus mendaftar bangunan gedung dalam
database bangunan gedung. Kegiatan pendataan bangunan
gedung dimaksudkan untuk tertib administratif pembangunan
dan pemanfaatan bangunan gedung, serta sistem informasi
bangunan gedung di Pemerintah Daerah.
Data yang diperlukan meliputi data umum, data teknis, data
status/riwayat, dan gambar legger bangunan gedung, dalam
bentuk formulir isian yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Pendataan bangunan gedung untuk keperluan sistem informasi
dilakukan guna mengetahui kekayaan aset negara, keperluan
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perencanaan dan pengembangan, dan pemeliharaan serta
pendapatan Pemerintah Daerah. Pendataan bangunan gedung
untuk keperluan sistem informasi tersebut meliputi data umum,
data teknis, dan data status/riwayat lahan dan/atau
bangunannya. Pendataan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk
penerbitan surat bukti kepemilikan bangunan gedung.

Ayat (3)
Izin mendirikan bangunan gedung merupakan satu-satunya
perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan
bangunan gedung, yang menjadi alat pengendali
penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
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Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
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Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2007 NOMOR 91


